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PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI - )

Menimbang,

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA THBING TINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG )

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
FAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI

ahun 2009 tentang Perubaban Anggaran i'endapatan dan Belanja Dacrah Tahon

bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 T
wran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angearan 2000:

Anggaran 2009, perlu ditetapkan Perturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Ange:

Undang-Undang. Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tenteng Pembentukan Dacrah Otonom Kota — kota kecil dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatcra

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 1956 Nomor 60, Tambahan ©embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

I

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Nepara
Republik 'ndonesia Tahun 1.994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569). )

to

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara mﬂov:v:r Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688): .

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4286):

i Newara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan

g Nomor t Tahun 2004 tentang Perbendah
O
,7

a Repubhi Indonesia Nomor 435

Cadang-lip

nheman Neog

e

:-Undang Nomor 10 Tahun 2004 teatang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Undang
Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 53, Indonesia Nomor 4389):
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembaneunan Nasional (Lembaran Neeara Republik Indonesia Tahun 20A4

Undang-Undang Nomor 23
2.

Nomor 104, Tambahan T embaran Negara Republik Indonesia Nomor

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Fahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); )

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neecara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1.26, Tambahan L_embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat Il Tebing Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentarg Pembinaan dan Pengawasan atas w.a:v\o_o:mmmsz Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090):

Peraturan Pemerintah Nomcer 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
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egara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran N
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentane Kedudukan
. M NS . £ 2 ang :
Protokoler dan Kevangan Pimpman dan Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47

Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

a Republik Indonesin

i Badan Lavanan Umum (Lemlbaran Ne

200y tentang Pengelolaan Keuang:

¢ ubhK Indonesta Nomor 4502);
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Peraturan Pemerimtah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AKuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

o

Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2003 tentang, Dana Perimbang
Pembaran Newara Republik Indonesta Nomor 45 75):

Peraturan Pemerintah |

Jomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang- Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4577
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republili Indonesia Tahun 2005 Nomor 1.40

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (L.embaran Negara Republik indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daccah Tahun Anggaran 2809 semula berjumlah Rp.362.546.419.768,- bertambah / (berkurang) sejumlah Rp.33.607.525.420

Menetapkan

W
o

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; moammm::m:m telah dirubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Panatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Serta Penyvampaiannya:

i Pahun Anew:

Tebing Ti

Peratizan Dacrah Mota Tebing Tinaei Nomor 1 iahun 2000 tentang ~ngearan Pendapatan dan Eclanja Dacrah Ko
2009;

Peraturan Dacrah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Tebing Tineoi Tahun
Anggaran 2009; & a8
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Tebing Tinggi No. 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tebing Tinggi Priode 2004 - 2009.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

,- schingga

menjadi Rp.396.153.945.188,- dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan
a. Semula Rp. 349.319.987.000,-
b. Bertambah / (berkurang Rp. 5.588.731.569.-
Rp. 354.908.718.569,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Belanja
a. Semula

b. Bertambah / (berkurang)
Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan

Rp. 362.546.419.768,-
Rp. 33.607.525.420,-

Rp. 396.153.945.188.-
Rp. (41.245.226.619,-)
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3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 14.980.099.792,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 42.530.624.464.-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 57.510.724.256,-

b. Pengeluaran

1) Semula Ru. 1.750.000.000,-

2) Bertambah /7 (Berkurane) Rp. 1.700.0€2.000),-
Jumlan Pengeluaran setelah Perubahan Rp.  3.430.000.000.,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 54.060.724.256,-
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 12.815.497.637.-

Yasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD scbagaimana dimaksud dalam pasal | tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Il Peraturan Walikota ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari .M.nBEB: Walikota ini.

tn



Pasal 5

Yelak <anas: yoaniabare Do > > » P > Al . i @ e . .
pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan Iebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan bal
daerah sesuai dengan ketentuan no:_:au:m,-::am:mm:. perubahan anggaran satuan Kerja perangkat
< d
*asal 6

 Walikota ini mulai berlaku pada tangeal ditctapkan

Hinya, MEmerneiaan eengundanean Peraturan Walikot ini dalam Berita Dacrah.

nect

mp orang n

Ditetapkan di Tebing Tinggn
pada tanggal 11 September 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI
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TABDUL HAFIZ LiASIBUAN

:r 2009
(OTA TEBING TINGGI

OTA TEBING TINGGI TAI JUN 2009 NOMOR 24
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